
     
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

                                                                                                     

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR :  295  /Kep.Bup/P3AP2KB/2024 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN  DESA RAWANG KEMPAS KECAMATAN BATANG ASAM  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

SEBAGAI KAMPUNG  KELUARGA BERKUALITAS 

 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan 

Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga 

melalui penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di 

setiap desa/kelurahan; 
 

b. bahwa untuk Desa Rawang Kempas Kecamatan Batang 

Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam optimalisasi 

penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas telah 

membentuk Kampung Keluarga Berkualitas; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Penetapan Desa Rawang Kempas Kecamatan 

Batang Asam Sebagai Kampung Keluarga Berkualitas. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan  Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

2755); 

 

 

 

 

 
 

 SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas  Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tetang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5080); 

5. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga 

Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3553); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 

Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5614); 

 

 

 

 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 
 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor  120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan  Pembangunan 

Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 20). 

 
Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga 

Berkualitas; 
 

2.  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang 
Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga 

Berkualitas; 
 

3. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 3/INGUB.KESRA-
3.1/2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung 

Keluarga Berkualitas di Provinsi Jambi; 
 

 

 

 

 



4. Keputusan Kepala Desa Rawang Kempas  Nomor 14 Tahun 

2023 Tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas 

di Desa Rawang Kempas Kecamatan Batang Asam 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 
 

MEMUTUSKAN 
  

Menetapkan : 
    

KESATU : Penetapan Desa Rawang Kempas Kecamatan Batang Asam 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai Kampung Keluarga 
Berkualitas; 

 

KEDUA : Penetapan sebagaimana pada diktum KESATU  agar pihak-
pihak terkait melakukan penguatan komitmen dan mengambil 

langkah-langkah tindak lanjut yang terintegrasi dan konvergen 
dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga 

Berkulitas; 
 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan. 
 

 
 

   Dikeluarkan   di Kuala Tungkal 

   pada tanggal, 19 Juni 2024 
 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
ttd 

 

 
ANWAR SADAT 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


